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Pada industri pertambangan batubara, salah satu instrumen hukum adalah Perjanjian Karya. Perjanjian ini
dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontrakt swasta. | stilah perjanjian karya dapat
ditemukan dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang K etentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan. Sedangkan istilah yang digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 75
Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (yang selanjutnya disingkat PKP2B). Jadi PKP2B
merupakan perjanjian yang dibuat Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing.
Kontraktor enggan melakukan eksplorasi karena banyaknya masalah internal yang harus dibenahi
diantaranya sistem perpgakan. Tentu pemerintah tidak membiarkan masalah tersebut menghalangi aliran
dana ke sektor pertambangan batubara. Peningkatan daya investas pun dilakukan pemerintah melalui
berbagai kebijakan, seperti pemberian insentif pajak.

Daam penulisan Karya Akhir ini, untuk melakukan tinjauan insentif pajak bas industri pertambangan
batubara di Indonesia, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode analisis kinerja dan
pengalaman individual, serta perilaku institusi dengan cara penggunaan bahan dokumenter. Dengan analisis
penggunaan bahan dokumenter ini akan menghasilkan dokumentasi yang bermanfaat bagi analisis data yang
membutuhkan dukungan informasi dari bahan dokumen sehingga dapat menjelaskan keterkaitan objek-
objek yang dianalisis satu dengan lainnya dalam hal ini keterkaitan antara K ebijakan Pemerintah Indonesia
untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara di Indonesia, regular rperpgakan, insentif pgjak pada
industri pertambangan batubara di Indonesia, dan perseps investor terhadap prospek industri pertambangan
batubara di Indonesia.

Dari hasil kgjian terhadap insentif pgjak padaindustri pertambangan batubara |ndonesia dapat disimpulkan
sebagai berikut: (1) Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara
dengan membuat Kebijakan Batubai Nasional (KBN); (2) Pada hakikatnyaregulasi perpajakan pada industri
pertambangan batubara di Indonesia diperlakukan khusus { lex specialist) dan dipersamakan dengan Undang
Undang. Dengan perkataan lain, apabila dalam Kontrak Kerjasama Batubaratidak diati mengenal

perpg akan yang ada, maka UU Perpaakan berlaku secara umum; (3) Insentif paja yang diberikan pada
industri pertambangan batubara di Indonesia sesuai yang tertera pada PK B2B masing-masing Generasi
PKP2B; (4) Persepsi investor pada umumnya menyataka prospek industri pertambangan batubara di
Indonesia kurang begitu bagus karena tidak adan) investasi baru pada pertambangan batubara maka dapat
dipastikan jumlahnya bakal merosot......In the coal mining industry, one of the legal instrumentsis aWork
Agreement. This agreement is made between the Government of Indonesia and a private contracting
company. The term contract of work can be found in Article 10 paragraphs (2) and (3) of Law Number 11 of
1967 concerning Basic Mining Provisions. Meanwhile, the term used in Presidential Decree Number 75 of
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1996 concerning the Main Provisions of Coal Mining Concession Work Agreement is Coal Mining
Concession Work Agreement (hereinafter abbreviated as PKP2B). So PKP2B is an agreement made by the
Government of the Republic of Indonesia with foreign private companies. Contractors are reluctant to
explore because of the many internal problems that must be addressed, including the tax system. Of course,
the government does not allow this problem to hinder the flow of funds to the coal mining sector. The
government also increases investment power through various policies, such as the provision of tax
incentives.

In writing this final paper, to review the incentives for the coal mining industry in Indonesia, the author uses
gualitative data analysis with the method of analyzing individual performance and experience, as well as
institutional behavior by using documentary materials. With this analysis of the use of documentary
materials, it will produce useful documentation for data analysis that requires information support from
document materials so that it can explain the relationship between the objects analyzed with one another in
this case the relationship between the Indonesian Government's policies to support the increase in the use of
coal in Indonesia, regular taxation, tax incentives on the coal mining industry in Indonesia, and investors
perceptions of the prospects for the coal mining industry in Indonesia.

From the results of a study of tax incentives in the Indonesian coal mining industry, it can be concluded as
follows: (1) The Indonesian Government's policy to support the increase in coa utilization is by making the
National Batubai Policy (KBN); (2) In essence, tax regulations on the coal mining industry in Indonesia are
treated specifically (lex specialist) and are equated with the Law. In other words, if the Coal Cooperation
Contract does not comply with the existing taxation, then the Taxation Law appliesin generd; (3) The tax
incentives given to the coal mining industry in Indonesia are as stated in the PKB2B of each Generation of
PKP2B; (4) The general perception of investorsis that the prospect of the coal mining industry in Indonesia
isnot very good because there is no new investment in coal mining, so it is certain that the number will
decline.



